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BAB V 

Kesimpulan dan Saran 

 

5.1 Kesimpulan 

 

Melalui pembahasan di atas, dapat diberikan jawaban atas pertanyaan yang 

diajukan dalam penulisan ini, yaitu,  

1. Konsekuensi hukum dari tidak adanya pengaturan mengenai perlucutan 

senjata nuklir (atau dari adanya kekosongan hukum) adalah berlakunya 

Prinsip Lotus dan tidak diturutinya urgensi perlucutan senjata sebab negara-

negara menganggap kepemilikan senjata nuklir legal dan dijustifikasi Prinsip 

Pencegahan dan Asas Kedaulatan. 

2. Pengaturan perlucutan senjata nuklir berkontribusi pada terjaga dan 

terpertahankannya perdamaian serta keamanan internasional. 

 

5.1.1 Prinsip Lotus dan Kepemilikan Senjata Sebagai Akibat Kekosongan Hukum 

Mengenai Kepemilikan Senjata Nuklir 

Senjata nuklir merupakan senjata yang berbahaya dalam berbagai aspek. Selain 

bahaya kemungkinan terjadiya perang nuklir yang selalu mengikuti keberadaannya, 

kenggunaannya juga dapat menyebabkan dampak buruk pada lingkungan. Antara lain 

dampak tersebut adalah terjadinya Nuclear Winter yang merupakan perubahan cuaca 

ekstrim dan dapat merusak ekosistem lautan; serta menghancurkan tanaman dan 

menyebabkan kurangnya persediaan bahan makanan. Kekuatan ledakan dari senjata 

nuklir juga dapat menyebabkan kematian dan luka pada manusia, namun efek jangka 

panjang dari radiasi yang dihasilkannya dapat menyebabkan bahaya lebih lanjut dan 

permanen. Bahaya tersebut termasuk penyakit kanker, kerusakan otak dan saluran 

pencernaan, katarak mata, kerusakanpada kulit, kemandulan, dan bahkan retardasi atau 

kematian pada janin.  

Penggunaan senjata nuklir juga melanggar asas kemanusiaan, yaitu penderitaan 

tidak perlu. Jika bahaya terhadap kesehatan bukan bukti cukup bahwa penderitaan 

yang dihadapi korban tidak hanya berakhir pada saat serangan, namun bersifat jangka 

panjang; masih ada bahaya terhadap lingkungan yang merupakan bukti bahwa korban 

akan melebihi target militer yang dimaksud dengan penggunaannya, dan menyebar 

pada rakyat sipil, atau bahkan seluruh dunia. Artinya, tidak mungkin dikatakan bahwa 

kehancuran yang disebabkannya adalah proporsional atau dibutuhkan.  
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Semua alasan di atas menyebabkan komunitas internasional, baik negara 

ataupun organisasi, melalui berbagai cara menunjukkan sikap yang mendukung 

perlucutan senjata. Namun, tetap ada kekosongan hukum.  

Konsekuensi dari kekosongan hukum tersebut adalah berlakunya Prinsip Lotus, 

yang mengatakan bahwa negara tidak dapat dibatasi dengan suatu pengaturan yang tak 

ada. Artinya, negara tidak memiliki kewajiban melakukan perlucutan senjata secara 

umum dalam hukum internasional, dan diizinkan memiliki senjata nuklir. Prinsip ini, 

meskipun lahir dari kasus mengenai hal yang berbada (Kasus ―S.S. Lotus‖) telah diakui 

sebagai Hukum Kebiasaan Internasional berulang kali dalam Putusan Mahkamah 

Internasional, termasuk dalam kasus Legality of the Threat of Nuclear Weapons 

Advisory Opinion; dan pemberlakuannya dalam bidang persenjataan ditegaskan dalam 

kasus Military and Paramilitary Activities in and Against Nicaragua yang 

menyebutkan bahwa tidak ada pengaturan, selain yang telah diterima oleh negara, yang 

dapat membatasi persenjataan suatu negara berdaulat. 

Meskipun belum ada pengaturan yang jelas, urgensi untuk dibuatnya 

pengaturan berdasarkan hukum internasional yang mewajibkan perlucutan tersebut 

ada. Hal ini adalah demi memenuhi keinginan dan kebutuhan atas terwujudnya 

perlucutan senjata nuklir; dan justru sebagai respon atas berlakunya Prinsip Lotus 

dalam kepemilikan senjata nuklir yang bertentangan dengan keinginan dan kebutuhan 

tersebut. Namun, urgensi ini belum ditaati oleh negara-negara yang memiliki senjata 

nuklir; yang semakin menunjukkan perlunya ada pengaturan dalam bentuk instrumen 

hukum internasional mengenai hal tersebut. 

Negara-negara yang memiliki nuklir tidak mematuhi urgensi tersebut sebab 

mereka memiliki alasan sendiri untuk memiliki senjata nuklir. Alasan tersebut adalah, 

pertama, ada pandangan bahwa senjata nuklir dapat berperan sebagai pencegah, agar 

negara lain tidak menyerang. Kedua, berlakunya asas kedaulatan yang berarti bahwa 

mereka bebas menentukan nasibnya sendiri. Terutama dengan belum adanya 

pengaturan, artinya kepemilikan senjata tidak dapat dibatasi.  

Padahal, pandangan senjata nuklir sebagai pencegah tidak dapat dibenarkan 

sebab justru mendukung perlombaan senjata dan mengandung unsur bahwa tujuan 

akhir selalu membenarkan cara, padahal penggunaan senjata nuklir melanggar asas 

penderitaan tak perlu; dan asas kedaulatan suatu negara berakhir pada saat dimulainya 

kedaulatan negara lain, di mana batasan tersebut terancam oleh kepemilikan senjata 

nuklir. 
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Namun, masalah tersebut tetap tidak membuat para negara pemilik nuklir 

melucuti persenjataannnya, disebabkan oleh alasan ketiga, yaitu perlucutan ataupun 

urgensinya belum diatur atau disebutkan secara tegas dalam hukum internasional. 

Demikian, kekosongan hukum menyebabkan berlakunya Prinsip Lotus; yang 

kemudian menyebabkan negaradapat secara legal memiliki senjata nuklir, yang artinya 

tidak mematuhi urgensi mengenai perlucutan. Akibat-akibat ini saling mendukung, 

dengan jalan keluar dibuatnya pengaturan tersebut.  

 

5.1.2 Pengaturan Perlucutan Senjata Nuklir Berkontribusi Pada Terjaga 

Terpertahankannya Perdamaian dan Keamanan Internasional 

Berhubung perlucutan bermakna penghancuran total dari persenjataan tersebut, 

pengaturan yang mewajibkan perlucutan senjata nuklir dapat menyebabkan lenyapnya 

persenjataan yang dianggap sebagai ancaman terhadap kehidupan (threat to life) dan 

bahkan telah disebut oleh PBB sebagai kejahatan terhadap umat manusia tersebut. 

Maka, pengaturan tersebut mampu menjaga dan mempertahankan perdamaian dan 

keamanan internasional, sebab ada ancaman yang dihilangkan. 

 Meski begitu, perlu diingat bahwa banyak hal-hal lain yang perlu dilakukan, 

terutama oleh PBB melalui organ-organnya, untuk menjaga dan mempertahankan 

perdamaian dan keamanan internasional. Maka, jika berdiri sendiri, pengaturan ini 

tidak dapat memenuhi tujuan PBB tersebut. Namun, jika diberlakukan bersama dengan 

usaha-usaha lainnya, pengaturan perlucutan senjata nuklir yang mewajibkan perlucutan 

mampu berkontribusi pada terjaga dan terpertahankannya perdamaian dan keamanan 

internasional dengan cara berkontribusi menghilangkan salah satu ancaman besar. 

5.2 Saran 

 

5.2.1 Ketegasan Mengenai Pengaturan Perlucutan Senjata Nuklir 

 

Pertama, harus ada ketegasan mengenai pengaturan perlucutan senjata nuklir; 

bukan hanya mewajibkan negosasi. NPT sudah tidak lagi cukup, sebab sudah ada 

keinginan atau semangat untuk adanya perlucutan, bukan hanya nonproliferasi. Selain 

itu, negara-negara pemilik nuklir tidak memiliki kewajiban mengurangi ataupun 

menghancurkan senjatanya dalam NPT, dan tidak adanya kewajiban perlucutan 

ataupun penegasan mengenai urgensinya tersebut membuat negara-negara pemilik 
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nuklir atau NWS terus tidak mematuhi urgensi yang ada. Sebab, tidak ada insentif 

tegas ataupun mengikat untuk mematuhinya. 

Oleh karena itu, Mahkamah Internasional sebagai organ yang dapat 

mengeluarkan opini penasehat atau advisory opinion yang dapat mencerminkan 

perkembangan dalam hukum internasional, perlu memperbaharui opininya mengenai 

senjata nuklir untuk lebih mengakomodasi situasi sekarang di mana semangat 

terjadinya perlucutan sudah lebih tinggi. Opini tersebut perlu menyebutkan secara 

tegas bahwa disebabkan oleh bahaya yang ada, urgensi mengenai pengaturan 

perlucutan itu memang ada (maka perlucutan perlu dilakukan) dan bahwa pengaturan 

yang mewajibkan perlucutan itu perlu dibuat. 

Selain itu, DK PBB sebagai organ yang memegang kewajiban menjalankan 

fungsi menjaga dan mempertahankan keamanan dan perdamaian internasional dan 

dapat mengeluarkan Resolusi mengikat perlu mengeluarkan Resolusi yang 

memandatkan negara yang belum secara tegas melaporkan kepemlikan nuklirnya 

untuk segera melaporkan; dan/atau melakukan perlucutan. Dalam Resolusi tersebut 

juga perlu ditegaskan akan adanya urgensi pengaturan perlucutan senjata. Idealnya, 

kewajiban tersebut perlu dimandatkan atau ditegaskan dalam Resolusi tersebut; namun 

mengingat bahwa anggota tetapnya adalah antara lain para negara pemiliki nuklir 

nampaknya sulit.  

Disebabkan oleh kesulitan tersebut di atas; serta oleh ketidakpatuhannya negara 

pemilik senjata nuklir atas urgensi mengenai perlucutan, alasan yang mendasari 

kepemilikan senjata nuklir yang telah teridentifikasi harus dimitigasi. Hal ini sekali 

lagi dapat dilakukan oleh pembaharuan advisory opinion mengenai senjata nuklir oleh 

Mahkamah Internasional, yang juga perlu menyebutkan masalah-masalah atas konsep 

senjata nuklir sebagai pencegahan dan tidak berlakunya asas kedaulatan negara dalam 

kepemilikan senjata nuklir. 

Lagipula, perlu diingat bahwa pengaturan apapun dalam Hukum Internasional 

perlu didukung oleh kesiapan dunia untuk mematuhinya Negara-negara harus terlebih 

dahulu yakin bahwa justifikasi kepemilikan senjata nuklir sejatinya tidak sesuai dengan 

hukum internasional dan bahwa mereka dapat membela diri dengan cara non-nuklir, 

namun hal ini hanya dapat terjadi jika semua bekerja sama melakukan perlucutan. 

Secara singkat, DK PBB dan Mahkamah Internasional harus 

menegaskan/mengisi kekosongan hukum mengenai pengaturan mengenai perlucutan 

senjata nuklir. 
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5.2.2 Pemberlakuan NPT Secara Lebih Tegas dan Konferensi yang Efektif 

Dalam Usaha Melahirkan Perjanjian 

 

Selebihnya, NPT harus diberlakukan secara lebih tegas, teruutama mengenai 

penggunaan energy nuklir secara damai. Sudah dikatakan bahwa pengaturan 

perlucutan senjata nuklir dapat menjaga perdamaian dan keamanan internasional, 

namun tidak dengan berdiri sendiri (melainkan harus bersamaan dengan usaha-usaha 

lainnya). Salah satu usaha tersebut adalah promosi salah satu poin dalam NPT berupa 

penggunaan energi nuklir secara damai, seperti sebagai bahan bakar. Maka, ada 

alternatif bagi nuklir yang dimiliki negara-negara, terutama NWS, untuk digunakan 

untuk hal lain yang lebih aman dibanding pengembangan senjata.  

Langkah paling utama yang perlu diambil dalam perwujudan hal di atas adalah 

keseriusan NPT Review Conference. Dalam setiap konferensi, perkembangan setiap 

NWS dalam bernegosiasi harus dipantau dan dipastikan. Hal ini tidak mungkin 

dibiarkan menjadi urusan tiap-tiap NNWS saja. Monitor terhadap pengamalan NPT 

harus diperkuat. 

Kemudian, Konferensi Perlucutan perlu lebih efektif dalam usahanya menuju 

perlucutan. Negosiasi yang dilakukan harus didasarkan pada kepercayaan bahwa 

perlucutan benar-benar diperlukan dan harus terjadi, seperti dengan menargetkan 

kapan dan bagaimana langkah-langkahnya. Hal ini harus bertujuan akhir sebuah 

perjanjian multilateral kewajiban perlucutan senjata nuklir yang mengakomodasi 

paling tidak semua negara yang menjadi anggota konferensi tersebut, untuk kemudian 

diperluas; seperti halnya konferensi ini pernah menghasilkan Chemical Weapons 

Convention dan Biological Weapons Convention sebelumnya. Perjanjian tersebut perlu 

dilengkapi sanksi dan/atau respon yang sesuai serta cepat dalam hal terjadinya 

pelanggaran sebagai antisipasi. 

Terakhir, segala usaha-usaha lainnya yang biasa dilakukan PBB serta 

masyarakat internasional demi menjaga perdamaian dan keamanan internasional perlu 

dilanjutkan. 
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